
 

 BUPATI BANGKA 

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

SALINAN 

PERATURAN BUPATI BANGKA  
NOMOR 49 TAHUN 2020 

TENTANG 

  STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL KABUPATEN BANGKA  

TAHUN ANGGARAN 2021  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI  BANGKA, 

Menimbang : bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Presiden 

Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional 
sebagai acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka, maka 

perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga 
Satuan Regional Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2021;  

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) Undang-
Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-

Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang   

Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja 
Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, 

sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang 
Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 
217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4033); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 
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6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 
2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6402); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6233);  

11. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar 

Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 57); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan    : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN 

REGIONAL KABUPATEN BANGKA TAHUN ANGGARAN 2021. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan Daerah otonom. 
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3. Bupati adalah Bupati Bangka. 

4. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A yang 

selanjutnya disingkat BPPKAD Tipe A adalah Badan Pendapatan 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A Kabupaten Bangka. 

5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan 
dan Aset Daerah Tipe A Kabupaten Bangka. 

6. Standar Harga Satuan Regional adalah satuan biaya berupa harga satuan, 
tarif, dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen 
masukan kegiatan, yang ditetapkan sebagai Standar Harga Satuan 

Regional. 

7. Harga Satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu 

tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan. 

8. Tarif adalah nilai suatu jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk 

penghitungan biaya komponen masukan kegiatan. 

9. Indeks Biaya Masukan adalah satuan biaya yang merupakan gabungan 
beberapa barang/jasa masukan untuk penghitungan biaya komponen 

masukan kegiatan. 

10. Indeks Biaya Keluaran adalah satuan biaya yang merupakan gabungan 

biaya komponen masukan kegiatan yang membentuk biaya keluaran 
kegiatan. 

11. Total Biaya Keluaran adalah besaran biaya dari satu keluaran tertentu 
yang merupakan akumulasi biaya komponen masukan kegiatan. 

BAB II 

STANDAR BIAYA MASUKAN  

Pasal 2 

(1) Standar Harga Satuan Regional meliputi satuan biaya honorarium, satuan 
biaya perjalanan dinas dalam negeri, satuan biaya rapat/pertemuan di 

dalam dan di luar kantor, satuan biaya pengadaan kendaraan dinas dan 
satuan biaya pemeliharaan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran 
dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah Tahun 

Anggaran 2021. 

(2) Standar Harga Satuan Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga 

berlaku mengikat bagi penerima Hibah yang berasal dari dana Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 

2021, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

Pasal 3 

(1) Standar Harga Satuan Regional digunakan dalam perencanaan dan 
pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah. 

(2) Dalam perencanaan anggaran, Standar Harga Satuan Regional berfungsi 
sebagai : 

a. batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam 
penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat 
daerah; 

b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan 

c. bahan perhitungan pagu indikatif Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah. 

(3) Dalam pelaksanaan anggaran, Standar Harga Satuan Regional berfungsi 

sebagai : 
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a. batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam 
pelaksanaan anggaran kegiatan; dan 

b. estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat 
dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan 

harga pasar. 

Pasal 4 

(1) Standar Harga Satuan Regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 
(1) tercantum  dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

(2) Standar Harga Satuan Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dijabarkan lebih lanjut yang tercantum  dalam Lampiran II yang tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.   

(3) Ketentuan mengenai penggunaan Standar Harga Satuan Regional yang 

diperlukan dalam rangka pelaksanaan anggaran diatur dalam Keputusan 
Bupati Bangka tersendiri. 

Pasal 5 

Dalam hal Standar Harga Satuan Regional yang belum tercantum dalam Harga 
Satuan Regional pada Lampiran Peraturan Bupati ini, maka penerapan 

standar biaya tersebut ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati. 

BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 6 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka. 

 

Ditetapkan di Sungailiat 

pada tanggal 22 September 2020 

BUPATI BANGKA, 
 

Cap/dto 
 

MULKAN   
Diundangkan di Sungailiat 

pada tanggal 22 September 2020 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BANGKA, 

 
Cap/dto 

 
ANDI HUDIRMAN 

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2020 NOMOR 51 
 

 
 

 

  
 

     Salinan Sesuai Dengan Aslinya 

  KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM, 

Cap/dto 

TIAMAN FAHRUL ROZI, SH. MH 

PEMBINA TK I 

NIP. 19660608 198603 1 004 

 


